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BAB II  

GAMBARAN UMUM 

2.1   Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Rembang 

2.1.1   Gambaran Umum Dinas Pariwisata 

 Dinbudpar Rembang merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan 

daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam sektor 

kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kedudukan dan fungsi Dinbudpar ini 

telah diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah no.6 di 2021 mengenai 

berubahnya atas dua aturan pemerintah kabuaten rembang di no.5 tahun 2016 

mengenai dibentuknya dan di susun seperangkat emerintah kabuaten rembang. 

Dalam regulasi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diberikan tanggung 

jawab untuk menjadi pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan dan 

pariwisata. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan dan 

pengembangan potensi kebudayaan lokal hingga peningkatan sektor pariwisata 

sebagai salah satu motor penggerak ekonomi kreatif di wilayah Kabupaten 

Rembang. Dengan demikian, peran serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Rembang sangatlah penting dalam menjaga, mengembangkan, dan 

mempromosikan warisan budaya serta potensi pariwisata yang dimiliki oleh daerah 

tersebut. 

Dalam Perrbup no 56 2021, mengatur mengenai Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Rembang, disajikan rincian yang komprehensif mengenai struktur 

organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari perangkat daerah tersebut. Dikemukakan 

bahwa Dinbudpar Rembang memiliki peran sangat vital mendukung kepemimpinan 
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H. Abdul Hafidz selaku Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan di bidang 

budaya serta pariwisata. Tugas utama Dinas ini adalah membantu Bupati dalam 

pelaksanaan berbagai kegiatan yang terkait dengan bidang kebudayaan dan 

pariwisata yang menjadi kewenangan daerah. Dinbudpar juga bertanggung jawab 

terhadap tugas pembantuan yang dititahkan atau diamanatkan oleh pemerintah 

pusat atau provinsi kepada daerah. 

Dengan demikian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang 

memiliki tanggung jawab yang luas dalam mengkoordinasikan dan melangsungkan 

seluruh program serta kegiatan untuk mengembangkan dan mempromosikan 

kekayaan budaya serta potensi pariwisata di wilayah tersebut. Hal ini mencakup 

upaya dalam pelestarian warisan budaya, pengembangan destinasi pariwisata, serta 

pengelolaan ekonomi kreatif yang terkait dengan sektor budaya serta pariwisata. 

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Rembang menyelenggarakan beragam fungsi yang mencakup: 

1. Perumusan Kebijakan Teknis: Dinas ini bertugas merumuskan kebijakan teknis 

yang berkaitan dengan bidang kebudayaan dan pariwisata. Hal ini mencakup 

penyusunan pedoman, standar, dan regulasi yang menjadi panduan dalam 

pengelolaan dan pengembangan potensi kebudayaan serta pariwisata di 

Kabupaten Rembang. 

2. Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga 

bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi antara berbagai instansi 

terkait dalam rangka penyelenggaraan kebijakan di bidang kebudayaan dan 

pariwisata. Ini mencakup hubungan antar pemerintah provinsi dan pemerintah 
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instansi terkait lainnya dalam upaya diperoleh dengan arahan dari harapan 

mengenai hal yang diharapkan. 

3. Pelaksanaan Kebijakan: Dinas ini memiliki peran penting dalam menjalankan 

kebijakan yang telah dirumuskan. Hal ini mencakup implementasi program-

program yang telah direncanakan untuk mengembangkan sektor kebudayaan 

dan pariwisata, serta memastikan berjalannya kegiatan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

4. Evaluasi dan Pelaporan: Dalam rangka memastikan efektivitas kebijakan yang 

telah dilaksanakan, kebudayaan pariwisata juga menerapkan evaluasi dengan 

terus menerus. Hasil evaluasi ini kemudian dilaporkan kepada pihak terkait, 

termasuk kepada Bupati Kabupaten Rembang, guna memberikan informasi 

yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. 

5. Fungsi Kesekretariatan: Dinas ini juga bertanggung jawab atas fungsi 

kesekretariatan, yang mencakup administrasi umum, pengarsipan, dan 

penyediaan informasi terkait kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 

6. Kegunaan lainnya oleh Bupati: Selain fungsi-fungsi yang telah disebutkan, 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang juga dapat diberikan 

tanggung jawab berbeda yang ditetapkan langsung oleh Bupati, disamakan pada 

kebutuhan dan perkembangan terkini dalam bidang kebudayaan dan pariwisata. 

 

 



62 
 

2.1.2 Struktur Organisasi dan Tugas Dinbudpar Kabupaten Rembang 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber: Website resmi DINBUDPAR Kab. Rembang 

Gambar 2.2  

Struktur Organisasi Dinbudpar  

Kabupaten Rembang 

 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang sering disebut sebagai Dinbudpar, 

adalah Sebagian perusahaan seperangkat memiliki peran krusial dengan 

pengimplementasian kegiatan pemerintahan dalam sektor Kebudayaan dan 

Pariwisata. Di Kabupaten Rembang, Dinbudpar dikepalai oleh seorang pejabat 

yang disebut Kepala Dinas. Kepala Dinas ini memiliki tanggung jawab yang besar 

terkait berbagai urusan kebudayaan dan pariwisata di wilayah tersebut. Tanggung 

jawabnya tidak hanya terbatas pada pengelolaan kegiatan dan program, tetapi juga 
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meliputi penyampaian laporan serta rekomendasi kepada Bupati Kabupaten 

Rembang. Secara administratif, Kepala Dinas Dinbudpar Kabupaten Rembang 

tunduk kepada Bupati melalui Sekda, yang bertindak sebagai penghubung antara 

eksekutif dan legislatif dalam ranah pemerintahan daerah..  

 Sebagaimana dituangkan dalam Perda Kabupaten Rembang Nomor 56 

Tahun 2021 mengenai SOTK Dinbudpar, Sekretariat Dinbudpar bertugas sebagai 

berikut: 

a) Merumuskan dan mengembangkan di susun dengan program dengan kerja di 

lingkungan luar;  

b) Memberikan bimbingan diinformasikan dengan administratif, meliputi 

program, keuangan, hubungan masyarakat, administrasi, pengelolaan arsip, 

pengelolaan fasilitas, urusan kepegawaian, dan pelayanan administrasi dalam 

Layanan;  

c) Mengkoordinasikan, membina, dan mengelola organisasi Departemen 

Kebudayaan dan Pariwisata;  

d) Mengawasi penyiapan dokumen hukum di lingkungan Departemen;  

e) Melaksanakan susunan aturan pemerinntah dengan dikelolanya data mengenai 

indormasi dan dokumentasi itu sendiri;  

f) Mengelola aset daerah dan memfasilitasi pengadaan barang dan jasa untuk 

Departemen;  

g) melaksanakan pemantauan, penilaian, dan pelaporan sesuai dengan tanggung 

jawabnya;  

h) melaksanakan tugas tambahan yang didelegasikan oleh pimpinan. 
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Sub.  

Selain itu, pada subbagian program dan keuangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Rembang Nomor 56 Tahun 2021 dijabarkan tanggung jawab sebagai berikut: 

a) Mengumpulkan informasi untuk perumusan rencana kerja dan kebijakan 

pengelolaan keuangan di lingkungan Departemen;  

b) Menyusun rencana kerja dan kebijakan kelola keuangan di lingkungan 

Departemen;  

c) Melaksanakan serta mengawasi rencana kerja dan kebijakan pengelolaan 

keuangan di lingkungan Departemen;  

d) Mengevaluasi dan mendokumentasikan rencana kerja dan kebijakan 

dikelolanya oleh akuntan Departemen; dan  

e) Memenuhi setiap tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan. 

Pada bagian umum di pegawa Perbub Rembang Nomor 56 Tahun 2021 memiliki 

tugas untuk melaksanakan:  

a) Disipakannya dengan dibuat pembinaan tata usaha dan produk secara hukum, 

kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, 

kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan 

Dinas;  

b) pengkoordinasian dibina tata usaha, produk hukum dan humas, melangsungkan 

kegiatan keorganisasian serta ketatalaksanaan, kerumahtannggaan, kearsipan, 

kepegawaian, barang yang dimiliki daerah serta melayani administrasi di 

lingkungan Dinbudpar;  
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c) Melaksanakan pelatihan administrasi, penyiapan produk hukum (law product), 

hubungan masyarakat, organisasi dan tata kelola, tata graha, kearsipan, 

pengelolaan kepegawaian, pengawasan barang yang dimiliki daerah, serta 

pelayanan administrasi pada lingkungan Dinas;  

d) Mengevaluasi serta melaporkan kegiatan tersebut di atas;  

e) Memenuhi setiap tugas tambahan yang didelegasikan oleh pimpinan. 

 Bagian Kebudayaan dalam Perbup Rembang Nomor 56 Tahun 2021 

memiliki tanggung jawab pelaksanaan konsep yang disusun serta implementasi 

aturan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta melaporkan pengembangan 

kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, museum, dan cagar budaya yang ada di 

Rembang. Bidang Kebudayaan sendiri dipecah dalam dua kelompok fungsional, 

yaitu Kelompok Fungsi Pengembangan Kebudayaan serta Kesenian Tradisional, 

dan Kelompok Fungsi Sejarah, Museum, serta Cagar Budaya. Setiap kelompok 

fungsi tersebut dipimpin oleh sub koordiinator masing-masing kelompok fungsi 

terkait bertanggungjawab terhadap Kepala Bidang Kebudayaan. 

 Bidang Pemasaran Pariwisata dalam Perbup Rembang Nomor 56 Tahun 

2021 memiliki tugas pelaksanaan perangkaian ide serta melangsungkan kebijakan, 

penyelarasan, peninjauan, menilai serta melaporkan segala sesuatu di bidang 

Pemasaran Pariwisata yang mencakup informasi-promosi pariwisata, juga sumber 

daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebagaimana termuat di dalam Perbup 

Rembang Pasal 17 Nomor 56 Tahun 2021 Bidang Pemasaran Pariwisata terbagi 

menjadi dua kelompok, yaitu Kelompok Fungsi  Informasi dan Promosi Pariwisata, 

serta Kelompok Fungsi Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Setiap 
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kelompok fungsi tersebut dipimpin dan diarahkan oleh sub koordinator masing-

masing fungsi terkait dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemasaran dan 

Pariwisata. 

 Bidang Destinasi Wisata dalam Perbup Rembang Nomor 56 Tahun 2021 

memiliki tugas pelaksanaan perangkaian ide serta melangsungkan kebijakan, 

penyelarasan, peninjauan, penilaian serta melaporkan segala sesuatu di bidang 

Destinasi Pariwisata yang mencakup pengembangan destinasi pariwisata, 

pemberdayaan, juga pembinaan pariwisata. Dalam Perbup Rembang Pasal 22 

Nomor 56 Tahun 2021, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibagi menjadi 

dua kelompok fungsi, yaitu Kelompok Fungsi Pengembangan Destinasi Pariwisata, 

dan Kelompok Fungsi Pemberdayaan dan Pembinaan Pariwisata. Setiap kelompok 

fungsi dikoordinir dan diarahkan oleh sub koordinator masing-masing fungsi terkait 

serta bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Destinasi Wisata. 

2.1.3  Promosi Jabatan di Dinbudpar  

 Promosi jabatan pada Dinas Kebudayaan pada dasarnya diatur dalam 

regulasi PP nomor 17 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP nomor 17 tahun 

2020 perubahan atas PP nomor 17 tahun 2017. Adapun regulasi mengenai disiplin 

PNS yang termuat pada Pasal 55 ayat 1 Peraturan BKN tentang Peraturan 

Pelaksanaan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS yang menjelaskan 

bahwasanya PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau 

berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya. 

Berikut daftar urut kepangkatan di Dinbudpar Kabupaten Rembang : 
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Tabel 2.1 

Daftar Urut Kepangkatan  

Dinbudpar Rembang 

 

 

 

 



68 
 

 

Sumber: Dokumen Dinbudpar Rembang, 2024 
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Tabel 2.2 

Laporan Hasil Kompetensi Dinbudpar Rembang 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen Dinbudpar Rembang, 2024  
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Berdasarkan data yang telah ditampilkan di atas dapat diketahui 

bahwasanya keadaan pelaksanaan promosi di Lingkungan Dinbudpar Kabupaten 

Rembang di lihat dari hasil kinerja (prestasi kerja), kompetensi, dan tingkat disiplin 

pegawai. Dengan Pejabat Pembina Kepegawaian oleh H. Abdul Hafidz selaku 

Bupati Kabupaten Rembang. Dapat dilihat terdapat pegawai yang berpendidikan 

terakhir S1 namun memiliki masa lama kerja selama 30 tahun mendapatkan 

promosi dari III/b ke IV/a, selain itu untuk naik golongan harus setidaknya 

dinyatakan lulus pada pelaksanaan ujian dinas. Adapun pegawai (Catur Setyo 

Nugroho) yang berpendidikan terakhir S2 dengan masa lama kerja baru 18 tahun 

mengalami demosi dari III/d ke III/b dikarenakan total capaian kinerja berjumlah 

rendah, yaitu 63. Menurut keterangan Vega Putry Permana S.E., M.H. selaku 

Kasubag Umum dan kepegawaian,”untuk kenaikan promosi di tingkat ruang 

diadakan setiap empat tahun sekali, Sedangan untuk kenaikan pada tingkat 

golongan harus memenuhi syarat dengan melakukan ujian dinas.” 

2.2 Deskripsi Hasil Identitas Responden 

Instrumen utama penelitian ini adalah kuesioner sebagai alat menghimpun data. 

Melalui penggunaan kuesioner, peneliti berhasil mendistribusikan pertanyaan 

kepada responden di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Rembang. Prosedur pengisian kuesioner dilakukan dengan cermat dan terkontrol 

guna memastikan akurasi dan reliabilitas data yang terkumpul. 

 Hasil dari penyebaran kuesioner ini memberikan gambaran yang 

komprehensif mengenai identitas atau karakteristik para responden. Dengan 

demikian, penggunaan kuesioner sebagai alat pengumpulan data telah membantu 



71 
 

dalam menerima pemahaman yang terperinci akan profil responden menjadikan 

landasan penting terhadap analisiis dan interpretasi hasil penelitian ini. 

2.2.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Identitas responden di Dinbudpar Kabupaten Rembang dapat dilihat 

dibawah: 

Tabel 2.3 

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

  
Sumber: Pengolahan data dengan SPSS v25, 2024 

 Mengacu pada tabel identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat 

diketahui bahwasanya pegawai negeri sipil di lingkungan Dinbudpar Kabupaten 

Rembang didominasi oleh gender perempuan sebanyak 17 pegawai dengan jumlah 

persentase sebesar 65% dari total responden dengan jumlah laki-laki sebanyak 9 

pegawai.  Penghitungan ini dilakukan dengan maksud membuktikan bahwasanya 

kuesioner penelitian ini benar-benar telah diserahkan kepada pegawai Dinbudpar 

Kabupaten Rembang. 

2.2.2 Identitas Responden Berdasarkan Usia 

 Identitas dari responden dilihat dari usia para pegawai di Dinbudpar 

Kabupaten Rembang dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 2.4 

Identitas Responden Berdasarkan Usia 

 
Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS v25,2024 

Usia para pegawai di Lingkungan Dinbudpar Kabupaten Rembang dapat 

dilihat pada tabel 2.3. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwasanya 

pegawai di Dinbudpar didominasi oleh pegawai dengan usia 31 hingga 50 tahun 

dengan persentase sebesar 50%. Usia terbanyak kedua, yaitu pada rentang 51 

hingga 60 tahun sebanyak 7 pegawai. Hal tersebut membuktikan bahwasanya 

pegawai pada Dinbudpar belum teregenerasi, ditunjukkan dengan hanya ada 2 

pegawain yang berusia ≤ 30 tahun. 

2.2.3 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan  

 Identitas para responden dilihat berdasarkan latar belakang Pendidikan 

pegawai di lingkungan Dinbudpar dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 2.5 

Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan 

 
Sumber: Pengolahan Data Dengan SPSS v25, 2024 
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 Latar belakang Pendidikan para pegawai di lingkungan Dinbudpar 

Kabupaten Rembang didominasi oleh Pendidikan sarjana (S1) sebanyak 11 

pegawai dengan persentase sebesar 42% dari total responden. Sedangkan urutan 

kedua ditempati oleh pegawai yang berpendidikan magister (S2) sebanyak 9 

pegawai. Urutan ketiga ditempati oleh pegawai yang berpendidikan SMA/sederajat 

sebanyak 4 pegawai, serta yang terakhir ditempati oleh pegawai yang 

berpendidikan D3 sebanyak 2 pegawai. 

2.2.4 Identitas Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

 Identitas para Responden dilihat dari lamanya bekerja di lingkungan 

Dinbudpar Kabupaten Rembang dapat dilihhat sebagai berikut: 

Tabel 2.6 

Identitas Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

 
Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS v25, 2024 

Lama bekerjanya responden, dalam hal ini adalah pegawai di lingkungan 

Dinbudpar Kabupaten Rembang didominasi oleh pegawai yang telah lama bekerja 

atau berkecimpung di dunia birokrasi negara selama 11 – 20 tahun sebanyak 18 

pegawai dari total 26 pegawai dengan persentase sebanyak 69,23%. Sedangkan 

sisanya telah bekerja selama ≤ 10 tahun dan > 20 tahun masing-masing sebanyak 4 

pegawai dengan masing-masing persentase sebesar 15,38%. 

 


